
i 
 

 
 

TESIS 

 

PENERAPAN ASAS – ASAS HUKUM LELANG DALAM PERATURAN 

MENTERI KEUANGAN NOMOR 27/PMK.06/2016 TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG  

 

 

 
 

 

Disusun Oleh: 

MEILANY LIEM BONO 

NIM: 12214038 

 

 

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS NAROTAMA 

SURABAYA 

2018 

i 



ii 
 

 
 

 
ii 



iii 
 

 
 

 
iii 



iv 
 

 
 

 iv 



v 
 

 
 

 
v 



vi 
 

 
 

 
vi 



vii 
 

 
 

 

vii 



viii 
 

 
 

 

viii 



ix 
 

 
 

 

ix 



x 
 

 
 

 

x 



xi 
 

 
 

 

xi 



xii 
 

 
 

 

xii 



xiii 
 

 
 

 

xiii 



xiv 
 

 
 

 

 

 

xiv 



xv 
 

 
 

RINGKASAN 

 Tesis ini menganalisis mengenai penerapan akan peraturan – peraturan  

lelang yang menjamin kepastian hukum pemenng lelang berdasarkan ketentuan-

ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. 

 

Bab I merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang 

mengenai permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan judul yang dipilih, yaitu 

Penerapan Asas – Asas Hukum Lelang Dalam Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 27/PMK-06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Apabila 

pelaksanaan lelang telah memenuhi syarat dan sesuai dengan prosedur, maka 

lelang tersebut sah dan tidak dapat dibatalkan, namun sebaliknya apabila 

menyalahi ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam prosedur lelang 

yang adalah merupakan peraturan yang mengatur tentang lelang maka akan 

berakibat lelang tersebut batal demi hukum atau dapat dibatalkan. 

 

Tujuan dari penerbitannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

27/PMK.06/2016 adalah agar jalannya pelaksanaan lelang dapat berjalan sesuai 

dengan ketentuan yang ada dan hasil dari pelaksanaan lelang itu sendiri 

memberikan rasa keadilan bagi para pihak. 

 

Bab II merupakan tinjauan pustaka yaitu bab yang tersusun atas teori 

umum yang merupakan dasar-dasar pemikiran, yang digunakan dalam menjawab 

permasalahan terdiri dari dua sub bahasan. Pada sub bahasan pertama membahas 

tentang Penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Lelang terhadap Asas – asas Hukum Lelang dalam Vendu 

Reglement yang terdiri dari sejarah perkembangan lelang dan asas - asas hukum 

lelang sebagai dasar hukum lelang, fungsi dan asas hukum lelang, dan akta risalah 

lelang sebagai akta otentik yang menjamin kepastian hukum. Pada sub bahasan 

kedua membahas tentang jaminan perlindungan hukum bagi pemenang lelang, 

Teori-teori umum ini merupakan kumpulan pendapat para ahli di bidang hukum 

lelang dan peraturan – peraturan  
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ABSTRAK 

 

        Guna menunjang pelaksanaan Vendu Reglement dan Vendu Instructie yang 

merupakan peninggalan kolonial Belanda, pemerintah melalui Menteri Keuangan 

mengeluarkan suatu peraturan pelaksanaan dibidang lelang yaitu Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Lelang. Sebagai peraturan pelaksanaan yang kedudukannya lebih rendah, idealnya 

isi atau materi peraturan menteri tersebut tidak boleh bertentangan dengan isi atau 

materi Vendu Reglement sebagai Undang-Undang Lelang yang kedudukannya 

lebih tinggi, baik bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur secara 

tegas atau terhadap asas-asas lelang perlu diteliti lebih lanjut. Beberapa ketentuan 

tersebut antara lain seperti adanya pasal yang mengatur bahwa lelang dapat 

dilaksanakan walaupun peserta lelang hanya 1 (satu) orang dan adanya pasal yang 

mengatur bahwa harga limit bersifat tidak rahasia. Perlu diteliti lebih lanjut 

mengenai konsistensi isi atau materi peraturan pelaksanaan lelang tersebut 

terhadap asas-asas hukum lelang, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk 

dapat menjamin kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan dibidang 

lelang. 

Untuk menjawab permasalahan diatas maka digunakan jenis penelitian 

yuridis normative dengan cara mengkaji dan menguji taraf sinkronisasi vertical 

antara Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Lelang terhadap Vendu Reglement sebagai Undang-Undang Lelang 

(Ordonansi 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:89 sebagaimana telah beberapakali  

diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3). Disamping itu juga ditelaah mengenai 

asas-asas hukum lelang serta asas-asas pembentukan peraturan perundang-

undangan yang baik. 

Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan beberapa pasal dalam peraturan 

pelaksanaan di bidang lelang yang dianggap tidak sesuai dengan asas-asas hukum 

lelang, tujuan dan hakikat dari pelaksanaan lelang. Beberapa pasal dalam 

peraturan pelaksanaan tersebut mengatur lain dari apa yang dikehendaki oleh 

Vendu Reglement sebagai peraturan pokok. Untuk menjamin kepastian hukum 

dalam peraturan lelang. Dan bagi masyarakat yang merasa dirugikan atas 

keberadaan peraturan pelaksanaan lelang tersebut dapat mengajukan Judicial 

Review ke Mahkamah Agung.  

 

Kata Kunci : Vendu Reglement, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, 

menjamin kepastian hukum dalam peraturan lelang. 
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ABSTRAC 

 

In order to support the implementation of Vendu Reglement and Vendu 

Instructie as that legacy of the Dutch Colonial Rules of Auction, the government 

through the Finance Minister, published a rule of implementing an Auction called 

the Regulation of Finance Minister Number 27/PMK.06/2016 about the Guidance 

of Implementing Auction. As a lower implementing rule, the content or the 

material of the minister’s rule should not be contrary to the rule of Vendu 

Reglement as thehigher rule of auction, neither in contrary to strictly managed in 

the Vendu Reglement. In fact, however, in implementing the rules, it is found  that 

the consistency of some rules toward the principles of auction need to be to be 

analyzed accurately, Some of the rules are, for instance, there is a chapter 

regulates that the auction can be done even there is only one participant, and 

another chapter says that the limit price is not a secret. The consistency of the 

content or the material of the implementing regulations toward the principles of 

auction as well as some efforts to guarantee the certainty of law in the rules of 

auction need to be analyzed more accuratelly.  

The type of the research used to answer the problems is the normative 

judicial research by studying anf examining the synchronization level between 

The Rule of Finance Minister Number 27/PMK.06/2016 toward Vendu Reglement 

as the rules of Auction (Ordonansi February 28
th

1908 Staatsblad 1908;89 as 

lastly revised with Staatsblad 194;31). Besides, the principles of auction and the 

principles of good law formation has been learned. 

From the result of the research, it is found that some rules in implementing 

the auctions is not suitable with the principles, the goals, the nature of 

implementating the auction. Some chapters in the implemention rules are different 

from what is expected by Vendu Reglement as the main rule. To guarantee the 

certainty of law in the auction rules, The finance Minister should change some 

contrary rules, or the government and the Indonesian Counsil should commit the 

formation of a new Auction Rules which deals  with the Indonesian’s recent 

development. Those who feel harmed by this rule may propose a judicial review to 

Supreme Court.  

Kayword: Vendu Reglement, The Rule of Finance Minister Number 

27/PMK.06/2016, To guarantee the certainty of law in the auction rules.  
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